
SAL]NAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG

PERTANGGUNGJAWAETAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BEI.ANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 320, Pasal 32i ayat (11, Pasal 322
ayat (1) dan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa
kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keda menjadi
Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Papua Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Ang6;aran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOl Nomor I35, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2 I Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor I
tahun 2O20 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Desease 2Ol9 (Couid-191 dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
kmbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5485);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
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Negara Republik lndonesia Nomor 4355] sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesii Nomor
2 tahun 2020 tentang Penetapan peraturan pemerintah
Penglanti Undang-Undang nomor I tahun 2020 tenrang
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan pandemi Corana Virus
Desecse 2Ol9 (Couid- l9l dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yarrg Membahayakan perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonisia
Tahun 2O2O Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggunglawab Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OrJ4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Repubiik indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42l}l;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembararr Negara Republik indonesia Nomcr
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan {Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun
2O22 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2A22 Tentang Cipta IGrja Menjadi LlndaIg-undang
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41 , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
6856);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2O20 Tentang Kebdakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2O19 (Couid /9/ Dan/Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O20, Nomor 134, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor lS Tahun 2022 tentans
Pembentukan Provinsi papua Tengah (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor l5g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6gO4);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 79TZ Lentaag
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O9g),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 terrta;:rg
Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 15);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20OO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kcpala
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO
Nomor 21O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4O28);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan I-ayanan Umum (kmbaran
Negara Repubiik lndonesia Tahun 2O05 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45021 sebagaimala telair diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 i 2 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengeioiaan Keualgan Badan L,ayanan Umum (irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan iieuangar: Partai Politik (irmi:,arar-r itegara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972l,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 20 18 tentang
Per.rbahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nornor 5
Ta,hun 2O09 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177]';

I q Da'at,r--h D-m^rihf Dla Nnmnr 7l Tahrrn ,n1n tahren.,. v !!rrrq^.6

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaral Negara
Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

1 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 1 7 tentang
Pedonan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6O4l);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2Ol8 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
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Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor i06 Tahun 202 i tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengeioiaan Transfer i(e Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1O0, Tambahan
[,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 ?ahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tai:un 2O24 Nr:mor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8G Tahun 2C15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Repubiik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Pcratu-ran Mcntcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertailggungiawa.ban Dana Operasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2O19
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah @erita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor I 1 l4)l

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodehkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan.....l5
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g4 Talrun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggar an 2023 (Beriia Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9T2l;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Z1|9MK.OT /2022
tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 41);

Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PEI.A,KSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memrmpm
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya

disingkat APBD acialah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRP, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebaga-i penambah rriiai kekal'aan bersih-

6. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daeah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

7. Surplus APBD adalah selisih lebih antara Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang
sana.

8. Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang
sarna.

9. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk
menutup defisit anggaran atau untuk rnem.anfaatkan
surplus anggaran.

10. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya
dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

1 1. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua
pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto
dalam APBD.

12. Pembiayaan--..-/6



12. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan
pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan
dalam periode tahun anggaran tertentu.

13. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yang selaniutnya
disebut SiLPA adatah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran selama satu periode anggaran.
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Pendapatan
pendapatan a3li daerah
p€ndapatAn transfer
lain-lain pcndapatan yang sah

Jumlah Pendapatan

Elc16nja
Belanja Opct'asi
bclanja pega\.?i
bclanja bareng dan ja6a

belanja bunga
belanja subsidi
t elanja hibatr
belanla bantuan soaial
jumlah belanja operasi

B€laije *r€dal
bclanja slodal tat1alr
belanja modal pefalatsn dan
masin
b€lanja Godal gedung dan
bangunan
belanja modal ja1an. jaringan darr
irigesi
belanja rnodal as€t tEtap lainnya

belanja moda.l as€t trainnF

jumlah belanja moda.l

Belanje Tidak Telduga
belanja tidek terduga
jumlah belanja tidak terduga

Belanje Transf.r
betenja bagi hasil
belsnja bantua, keuEngan

jumlah belanja tianBler
jr,midh ffida

suplus/(defisitl

Rp535.666.746.146,a2
Rp1.826. 181.735.822,OO

Rp36-.*65.73i.979,OO

Pasal 2
La.pcran Realisasi Anggara:: Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggar an 2023 terdiri dari:

Rp2.7 22.3 1 4.2r 6.947,82

Rp 145.799.279.70O.0O

Rp493.734.737-251.84
Rpo,OO
RpO,OO

Rp I32.329.969.336,OO
Rp 111.438.429.2OO,OO

Rp 1S.830.858.865,0o

Rp125.215.173.953.OO

Rp71.364.077.396,0o

Rp26O.7OO.606-84 7.0o

Rp632.325.157.00

Rp7.516.357.852,oo

Rna.808.933.7oo.oo

Rp 196.7a4.162-608,0O

Rp35.OOO.OOO.0OO,OO

Rp I.283.3O2.4 I 5.487,a4

Rp62O.259.40O.072,0O

Rp8.a06.933.7(rc.OO

Rp23I.78a.162-608,00
Rpz. t44.lS.9t Ls67,S4

Rp578. 159.305.079,98

Pembiayaan
pencrimaan
pengeluaran

Rp25.392.267.957,0O
RpO,OO

iunriah Peminataan Narro

Sisa iabih Pcmbia]aan Anggaran Tahun Bcrkenaan
Rp2s.392.267 .957,OO

Rp6O3.55l.573.036,94

Pas"l 3
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
tcrcantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini, yang terdiri atas:

Lampiran I...../7



Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran L4

l,ampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

Lampiran ll
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran Vi
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
l,ampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

LarnpEran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran,
terdiri atas;
Ringkasan LRA Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;
Rincian APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan
Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Realisasi Belanja Mcnurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran kbih;
Laporan Operasional;
laporan Perubahan Ekuitas;
Neraea;
Laporan Arus Kas;
Catatan atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak TertaBih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah;
Daftar Rekapitulasi Rralisasi Penamba-tran
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pengerl'aan;
Daftar Rekapitu laei Aeet I-ainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Sub Kegiatan Yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun
Arggaran 2D'L3 d4rr Diaoggarkan Xernt ali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/ Perusahaan Daerah, Terdiri
dari;
Ikhtisar l-aporan Keuanga.n {Neraca! Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan
Laba/Rugi) Badan Usaha Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah;

xvl
xuI
XVIII
xx

Lampiran XX

I-ampiran XX.1

l,ampiran XX.2

Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paeal 5...../8
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Pasal 5
Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapken di Nsbire
pada tanggal 15 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH

cAP/TTD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 15 Agustus 2024

R. SEKRETARTS DAERAH PAPUA TENGA}I,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 27

dengan aslinya
UKUM,

*
\ 4

UNG, SH., M,H.
6082002121oo2
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